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ABSTRAK 

Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. 

Anak berperan sangat strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. 

Namun di era sekarang banyak anak yang melakukan berbagai bentuk 

penyimpangan secara sadar dan tidak seharusnya dilakukan oleh 

mereka. Berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memperkosa bahkan 

membunuh pun sudah banyak sekali yang dilakukan oleh anak. 

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak 

pidana, hal yang paling utama adalah mengingat kedudukan seorang 

anak dengan segala sifat dan cirinya yang khusus dengan tidak bertolak 

pada konsep perlindungan anak. Proses pertama dalam peradilan pidana 

adalah proses penyidikan. Perlindungan dalam proses penyidikan 

terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk perhatian 

dan perlakuan khusus terhadap anak. Adanya perlindungan hukum 

bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang 

salah yang dapat menyebabkan terganggunya mental maupun fisik 

seorang anak. Dan mengenai perlindungan terhadap tersangka anak 

dalam proses penyidikan, sudah diatur dalam ketentuan yakni didalam 

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak . 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun 

menggunakan metode wawancara, dokumen, dan pustaka. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan 

, Polres Sleman sudah memberikan hak hak seorang anak dengan 

sebaik mungkin. Salah satu kendala dalam penyidikan anak di Polres 

sleman adalah sarana dan fasilitas yamg kurang memadai. Seperti 

belum adanya ruang pemeriksaan khusus anak, sehingga dalam 

pelaksanaannya, penyidikan dilakukan di ruang Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak. 

 

Kata Kunci: tersangka anak, perlindungan hukum, dan penyidikan. 
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MOTTO 

 

 

“Selalu yakinlah dalam  setiap urusanmu, karna keyakinan 

adalah kekuatan terbesar untuk membawamu pada hasil yang 

diharapkan” 

- Aina Ishma 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 1 

Ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara 

ini diatur berdasarkan aturan hukum. Indonesia sendiri 

merupakan suatu negara berkembang yang segala aspeknya 

mengalami kemajuan. Disatu sisi, segala bentuk perkembangan 

pasti memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, 

termasuk juga dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak anak.  

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi 

muda. Anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu 

bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Namun di era sekarang ini, banyak anak anak 

yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan secara sadar dan 

tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Berbagai tindak 

kriminal seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh pun 

sudah banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak. Bagi 

seorang anak yang melakukan penyimpangan biasa disebut 

dengan anak nakal. 

Seorang anak yang sudah terbukti melakukan suatu tindak 

pidana, maka sudah pasti harus mempertanggung jawabkan apa 

yang sudah dia perbuat. Anak yang berhadapan dengan hukum 

akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya. 
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Seperti hal nya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana 

juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan  orang 

dewasa yang melakukan tindak pidana. Maksud identik disini 

adalah hampir sama dengan orang dewasa, tetapi dengan cara 

penanganan yang berbeda. 

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang 

terlibat tindak pidana, hal yang paling utama adalah mengingat 

kedudukan seorang anak dengan segala sifat dan cirinya yang 

khusus dengan tidak bertolak dari konsep perlindungan anak. 

Penanganan bagi anak pelaku tindak pidana dalam melakukan 

proses hukumnya harus dengan perlakuan, pendekatan, serta 

perlindungan yang khusus memang itu harus dilakukan terhadap 

semua anak.  

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak 

merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak 

adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh 

mungkin. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan 

manusia Indonesia yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah 

perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan 

nasional.
1
 

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, 

erat kaitannya dengan penegak hukum itu sendiri, yakni dalam 

sistem peradilan pidana anak. Dalam menangani kasus kejahatan 

yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa tahapan yang harus 

                                                           
1
 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar 

Maju, 1997),Hlm.166 
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dilalui dalam sistem peradilan pidana anak. Dan tahap pertama 

dalam proses peradilan adalah tahap penyidikan.  

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik 

yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia.
2
 Hal ini menunjukan bahwa tidak 

semua penyidik dapat menjadi penyidik anak. Penyidikan itu 

sendiri, berarti serangkaian tidakan penyidik, dalam hal dan 

menuntut cara yang diatur dan mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.
3
 

Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap anak 

pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk perhatian dan 

perlakuan khusus terhadap anak. Adanya perlindungan tersebut 

bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum 

yang salah yang dapat menyebabkan terganggunya mental 

maupun fisik seorang  anak tersebut. Mengenai perlindungan 

terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum yakni di 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam kedua undang-undang tersebut 

memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap 

                                                           
2
 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

3
 Andi hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011),hlm.118 
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pelaksanaan hak hak dan kewajiban anak khusunya seorang anak 

yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.  

Dalam proses penyidikan terhadap anak nakal, penyidik 

sebenarnya tidak hanya sekedar mencari bukti atau hal hal yang 

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga 

diharapkan tetap mampu memberikan hak hak yang seharusnya 

diperoleh seorang anak.   

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota 

budaya yang terkenal dengan keramahan masyarakatnya. Namun 

bukan berarti kota tersebut bebas dari adanya berbagai bentuk 

kejahatan. Di setiap daerah pasti terdapat kasus kejahatan. 

Kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk yang 

menyimpang dan merupakan suatu ancaman terhadap norma-

norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu, 

sosial ,maupun bagi berlangsungnya ketertiban sosial.  

Tindak pidana yang dilaporkan ke pihak kepolisian D.I 

Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 5.194 kasus atau menurun 

23,23 persen disbanding tahun 2016. Sebaliknya persentase 

penyelesaian tindak kejahatan selama 2015-2017 terus 

mengalami peningkatan dari 48,64 persen pada tahun 2015 

menjadi 55,72 persen pada tahun 2017. Sementara itu, selang 

waktu tindak kejahatan (crime clock) di DIY adalah  jam 41 

menit 24 detik, artinya setiap 1 jam 41 menit 24 detik di DIY 

terjadi 1 kasus tindak kejahatan. Kondisi ini lebih lambat 

dibanding tahun 2016 yaitu 1 jam 17 menit 24 detik. Besarnya 

resiko penduduk terkena tindak pidana adalah 145 per 100.000 
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penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk DIY ada sebanyak 

145 penduduk yang beresiko terkena tindak kejahatan. Tindak 

kejahatan yang paling menonjol pada tahun 2017 adalah 

penipuan/perbuatan curang sebanyak 757 kasus, diikuti pencurian 

dengan pemberatan sebanyak 643 kasus, dan pencurian 

kendaraan bermotor 597 kasus. Jumlah pelaku tindak kejahatan 

pada tahun 2017 sebanyak 2.425 orang. dari 5.197 kasus 

kejahatan di DIY pada tahun 2017, kejahatan tertinggi terjadi di 

Sleman dengan 1.723 kasus.
4
 

Pada tahun 2017, pelaku tindak kejahatan di DIY sebanyak 

2.425 orang. dari total pelaku tindak kejahatan, tercatat sebanyak 

151 orang adalah anak anak yang semuanya berjenis kelamin laki 

laki dan berasal dari berbagai daerah di wilayah DIY. Pelaku 

kejahatan anak anak tersebut sebagian besar dari tindak kejahatan 

di kabupaten Sleman.
5
 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul 

“Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses 

Penyidikan di Polres Sleman”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai 

berikut :  

                                                           
4
 Statistik Politik dan Keamanan DIY,(Badan Pusat Statistik Daerah 

Istimewa Yogyakarta,2017) hlm,vii 
5
 Ibid, hlm 20 
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1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka 

anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman? 

2. Apakah tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres 

Sleman telah memperoleh haknya sesuai dengan peratura 

perundang-undangan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan 

masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui hak hak seorang anak yang menjadi 

tersangka dalam proses penyidikan. 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 

tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres 

Sleman.  

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu 

pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum dalam rangka 

memberikan hak hak anak sebagai tersangka dalam poses 

penyidikan. 
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b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran secara lengkap mengenai bentuk perlindungan 

hukum yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang 

No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema 

yang sedang dikaji.  Telaah pustaka dilakukan terhadap karya 

yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Skripsi Akhmad Nurul Khakam yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Permasyarakatan 

(Kajian tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga 

Permasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo), mengkaji tentang 

bagaimana pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga 

Permasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo.
6
 Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Akhmad Nurul Khakam dengan penulis 

adalah objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan 

Akhmad Nurul Khakam memfokuskan terhadap anak yang 

berada didalam Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kutoarjo. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah seorang 

                                                           
6
 Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam 

Sistem Permasyarakatn (kajian tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga 

permasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo)”, skripsi Fakultas Syariah dan 

hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Polres 

Sleman. 

Skripsi Laila Jauharoh yang berjudul “Hak-Hak Anak 

Dalam Perspektif Konvensi Anak (KHA) Dan Hukum Islam 

(FIQH)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan 

anak dalam islam yang merupakan salah satu dari hak anak yang 

harus dipenuhi. Penelitian ini membandingkan antara konvensi 

anak dan hukum islam tentang hak anak yang diharapkan dapat 

mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal yang 

berkembang dalam dunia internasional dan ajaran islam.
7
 

Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengkaji bagaimana 

upaya penyidik memberikan hak haknya kepada tersangka anak. 

Sedangkan skripsi Laila membandingkan pemenuhan hak seorang 

anak berdasarkan konvensi anak dengan hukum islam.  

Skripsi Fatoni yang berjudul “Proses Penyidikan terhadap 

Tindak Pidana Anak di Polres Brebes”, menjelaskan peran 

peyidik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak.
8

 Perbedaan dengan penulis adalah skripsi Fatoni 

memfokuskan pada proses penyidikan yang meliputi 

pemeriksaan, penyelesaian, penahanan hingga pelimpahan berkas 

perkara. sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang 

                                                           
7

 Laila Jauharoh yang berjudul “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Anak (KHA) Dan Hukum Islam (FIQH)”. Skripsi Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 
8
 Fatoni yang berjudul “Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana 

Anak di Polres Sleman”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,2013 
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pemenuhan hak hak seorang anak yang menjadi tersangka dalam 

proses penyidikan. Dan untuk lokasinya memiliki kesamaan 

yakni bertempat di Polres Sleman.  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Crime Control Model 

Menurut Herbert L. Parcker Crime Control Model 

adalah model dari sistem peradilan pidana yang didasarkan 

pada sistem nilai yang merepresentasikan tindakan represif 

pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam 

suatu peradilan pidana. Menurut sistem ini, tujuan dari sistem 

peradilan pidana adalah untuk menekan jumlah kejahatan, 

yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap 

terdakwa. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa Crime 

Control Model merupakan tipe affirmative model, yaitu 

model yang selalu menekankan pada effisiensi dan 

penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan 

pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat 

dominan.
9
  

2. Due Proces Model 

Menurut John Griffith, Due Process Model berbeda 

dengan crime control model. Sistem Due Process Model 

berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual 

dan konsep kekuasaan resminya. Sehingga karakteristik Due 

Process Model adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk 

                                                           
9

 Romli Atmasasmita, Sistem Pradilan Pidana Perspektif 

Eksistensialisme dan Abolisionalisme, (Bandung: Bina Cipta,1996), hlm.9 
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menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seseorang 

harus melalui persidangan.  

Berbeda dengan Crime Control Model, Due Process 

Model dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap 

suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara 

objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa 

didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian 

atas tuduhan penuntut umum, baru akan dilaksanakan setelah 

terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk 

mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan 

kepadanya. 
10

 

3. Restorative Justice 

Restorative Justice adalah suatu proses penyelsaian yang 

melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain 

yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama 

mencari penyelesesaian terhadap tindak pidana tersebut dan 

implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan 

pembalasan
11

 

Keadilan restoratif lebih mengedepankan upaya 

penebusan kesalahan dari pelaku kepada korban. Hal ini 

bersifat musyawarah untuk mencari alternatif perdamaian 

tanpa harus melalui jalur pengadilan dalam menentukan 

                                                           
10

 Michael Barama,”Model Sitem Peradilan Pidana Dalam 

Perkembangan”,Jurnal Ilmu Hukum,  Vol.III No 8 (Januari Juni 2016), hlm. 11 
11

 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 

RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan 

Anak,hlm.49 
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keputusan atau solusi terbaik. Dalam hal ini, pelaku diberikan 

kesempatan untuk bertanggung jawab dengan cara mengganti 

rugi atas apa yang telah diperbuat.   

Di dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, 

seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku 

tindak pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan 

restoratif.  Ketentuan tersebut meliputi : 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 

undang-undang ini. 

b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dan 

dilingkungan peradilan umum, dan 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau 

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau 

tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 

4. Retributive Justice 

Menurut Howard Zehr Retributive Justice merupakan 

sebuah usaha mempertahankan hukum dengan menetapkan 

kesalahan dan mengatur penghukuman. Dalam hal ini akan 

melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal. 

Dalam retributive justice korban hanya bagian dari 

pelengkap, sedangkan didalam restorative justice korban 

adalah posisi sentral atau posisi yang diutamakan.
12

 

                                                           
12

 Rena yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Kejahatan”,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 165  
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Pada intinya keadilan retributif adalah teori keadilan 

yang mengatakan bahwa usaha terbaik terhadap adanya suatu 

kejahatan adalah hukuman yang seimbang dengan apa yang 

dilakukan pelaku. Upaya rehabilitasi dianggap sudah tidak 

diperlukan dalam menentukan hukuman. Namun bukan 

berarti retributif sebagai ajang untuk balas dendam, 

melainkan tetap memiliki batasan tertentu sesuai dengan 

kesalahan yang dilakukan.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan 

peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas 

masalah yang diajukan.
13

 Untuk mencapai apa yang diharapkan 

dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni 

penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dengan 

mengamati langsung terhadap penyidikan anak sebagai 

tersangka di Polres Sleman. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian 

yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul dan 

mnejelaskan secara sistematis sesuai fakta yang ditemukan di 

Polres Sleman. 

                                                           
13

 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Erlangga, 1999) 
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3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami 

penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Yang dimaksud 

dengan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang 

dalam menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-

undangan yang ada dengan memadukan fakta fakta pada 

proses penyidikan yang terjadi di Polres Sleman 

4. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 

sumber data primer, sekunder dan tersier. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari hasil 

wawancara dengan berbagai narasumber yaitu penyidik di 

instansi Kepolisian Resort Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan keterangan 

sebagai pendukung sumber data primer. Adapun sumber 

data sekunder  dalam penelitian ini adalah: 

1) KUHP dan KUHAP 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

4) Perpres No 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak 

Terkait Mengenai SPPA. 
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5) PP No 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksaan 

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 

SPPA. 

6) Peraturan KAPOLRI Negara Republik Indonesia No 

14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah sumber data pendukung dari sumber 

data primer dan sekunder yang berkaitan dengan 

kebutuhan penelitian. Seperti website, kamus dan sumber 

lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 

beberapa tekhnik, yaitu  : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data 

terhadap narasumber  melalui tanya jawab secara lisan dan 

langsung untuk mendapatkan informasi maupun 

keterangan yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik 

Kepolisian di Polres Sleman.   

b. Dokumen 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini 

diharapkan bermanfaat untuk menguji dan menafsirkan. 

Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk 
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suatu pengujian. Dalam hal ini penulis akan menggunakan 

beberapa arsip data dari Polres Sleman. 

c. Pustaka 

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis 

mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan 

menganalisis, terutama yang berkaitan dengan dengan 

judul yang penulis ajukan dalam penelitian. 

6. Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Analisis data adalah mengolah data menjadi 

suatu informasi yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis  yakni 

mengumpulkan beberapa data , kemudian melakukan analisis 

terhadap data tersebut untuk menjadikannya sebuah 

kesimpulan. Setelah seluruh data terkumpul melalui metode 

penelitian, maka selanjutnya penulis menyusun data 

mengguakan metode Deduktif. Yaitu menarik suatu 

kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju 

pernyataan yang bersifat khusus. 

7. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi di Polres 

Sleman. Yang mana salah satu tugas kepolisian adalah 

melakukan penyidikan.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah penulisan skripsi ini , maka penulis 

akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I yaitu menguraikan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian 

(jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan,metode 

pengumpulan data,dan analisis data) dan sistematika pembahasan. 

BAB II yaitu menguaraikan tentang Penyidik dan 

Penyidikan. 

BAB III yaitu gambaran umum tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

BAB IV yaitu analisis terhadap pemenuhan hak hak anak 

sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman. 

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat 

berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai perkara pidana 

yang dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resort 

Sleman dalam melaksanakan penyidikan, harus 

mengutamakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana, baik dari segi penyidik yaitu penyidik 

anak yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-

undang. Kemudian dalam pelaksanaan proses penyidikan, 

penyidikan harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan 

yang mengedepankan hak hak anak sebagai pelaku tindak 

pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 

2. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pelaku anak, 

penyidik sudah memberikan perlindungan Sebagai mestinya 

sesuai prosedur. Seperti, dalam melakukan pemeriksaan, 

dilakukan oleh penyidik anak, dan saat penyidikan pelaku 

anak dipisahkan dari pelaku dewasa sekalipun keduanya 

berbuat kejahatan secara bersama-sama. Dan setiap anak yang 

berkonflik dengan hukum, selalu diupayakan proses diversi 

apabila memenuhi syarat-syarat pelaksanaan diversi. 

Memasuki proses penyidikan, harus selalu mendapatkan 

pendampingan dari orang atau wali. Dan tidak ada kekerasan 

yang dilakukan saat pemeriksaan. Penyidikan dilakukan 
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dengan suasana kekeluargaan, agar seorang anak tidak merasa 

takut saat memberikan penjelesan. 

 

B. Saran 

1. Perlunya perhatian pemerintah maupun orangtua bagi seorang 

anak yang bersikap kurang baik apapun bentuknya. Seperti 

perkelahian. Karena masih ada beberapa masyarakat yang 

menganggap sebuah perkelahian itu hal yang wajar bagi 

seorang pelajar atau anak. Padahal perbuatan tersebut akan 

berdampak seusatu yang buruk dikemudian hari. Bahkan 

beberapa kasus hingga adanya korban yang bukan hanya 

fisiknya saja menjadi korban, melainkan psikisnya. Ada satu 

kasus tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak usia 

sekolah dasar. Salah satu faktor yang melatarbelakangi 

perbuatanya tersebut adalah ia pernah menjadi seorang 

korban dari pelecehan seksual juga. Dan hal tersebut 

dianggap biasa oleh beberapa masyarakat. 

2. Perlunya peningkatan sarana dan fasilitas agar penyidikan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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Daftar wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak 

Penulis : apakah polres sleman menyediakan penyidikan 

khusus yang menangani tersangka anak? 

Aiptu Eko : benar, polres sleman menyediakan penyidikan 

khusus bagi anak pelaku tindak pidana. 

Penulis  : untuk penyidik dipolres sleman, apakah sudah 

sesuai dengan syarat syarat sebagai penyidik anak? 

Aiptu eko : seluruh penyidik yang melakukan penyidikan anak, 

telah memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik 

anak. Dan telah memenuhi syarat sebagai penyidik 

anak sesuai prosedur. 

Penulis : tindakan seperti apa yang dilakukan penyidik 

terhadap anak sebagai pelaku selama proses 

penyidikan di polres sleman? 

Aiptu Eko : dalam proses penyidikan, seorang anak harus 

dipisahkan dari pelaku orang dewasa. Dan juga 

mereka harus selalu didampingi dengan 

orangtuanya. Dalam pemeriksaan anak, sebisa 

mungkin harus dilakukan secara kekeluargaan agar 

seorang anak tidak ketakutan. Dan pasti setiap 

perbuatan yang dilakukan anak, yang apabila 

ancaman pidananya dibawah 5 tahun, polres sleman 
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pasti mengupayakan diversi sesuai peaturan 

perundang-undangan. 

Penulis : kejahatan apa yang paling sering dilakukan oleh 

anak? 

Aiptu Eko : selama 2 tahun terakhir ini, kejahatan terbanyak 

adalah kejahatan seksual yakni pencabulan. 

Penulis : dari beberapa kasus anak dipolres sleman, apakah 

ada yang sampai pengadilan anak? 

Aiptu Eko : seluruh kejahatan seksual prosesnya berlanjut 

hingga pengadilan. 

Penulis  : selama proses penyidikan, apakah ada kendala saat 

melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak? 

Aiptu Eko : kendala tidak ada, hanya saja polres sleman belum 

memiliki tempat tahanan khusus anak. Sehingga ada 

beberapa masyarakat yang mengaggap polisi tidak 

bekerja sesuai mestinya karena seorang pelaku tidak 

ditahan. Padahal, polres sleman belum memiliki 

tahanan khusus, sehingga seorang anak yang 

melakukan tindak pidana, kita titipkan di dinas 

sosial.  
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